
ISSN: 1411 – 4321                                                                                                                                                    141 
 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL PADA KOPERASI SERBA USAHA 

KARYAWAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 
 

Meta Rizky Annisa, Adilistiono 
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang 

Jl. Prof.H. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang 50275, PO Box 6199/SMS  

 

ABSTRACT 

This final project aims to prepare financial 

statements fiscal and determine the factors 

causing the difference between the 

commercial financial statements with the 

financial statements of fiscal Employees 

Multipurpose Cooperative Enterprises 

Semarang government Year 2014. The data 

used in the preparation of this final project 

that the financial statements, a list of fixed 

assets, a general overview and organizational 

structure Employees Multipurpose 

Cooperative Enterprises Semarang City 

Government. The data was obtained using the 

technique of data collection methods, namely 

by interviewing the Business Multipurpose 

Cooperative Semarang City Government 

Employees and through the literature that  

related to the final project. While writing 

method used is the method description and 

method of exposition. Based on the results of 

fiscal reconciliation there is a difference 

between commercial income with taxable 

income of Rp 331,405,469.95. The difference 

is due to differences in the recognition of 

income and expenses between commercial 

accounting tax accounting ie permanent 

differences and timing differences. In fiscal 

reconciliation are also positive fiscal 

correction and negative fiscal correction 

which then generates taxable income used as 

a basis for the calculation of tax payable. 

 

Keywords:  fiscal financial statements. fiscal 

reconciliation and fiscal correction. 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk memajukan  perekonomian 

di Indonesia. Faktor terpenting agar 

pembangunan dapat berjalan lancar ialah 

dengan tersedianya dana yang diperlukan 

untuk pembiayaan pembangunan. Sumber 

utama negara untuk pembiayaan 

pembangunan yaitu pendapatan negara. 

Unsur-unsur dalam pendapatan negara berasal 

dari beberapa sektor, salah satunya sektor 

perpajakan. Pajak sebagai penerimaan negara 

diharapkan selalu mencapai target yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah sehingga biaya 

pengeluaran negara dapat tercukupi.  

Menyadari pentingnya penerimaan negara dari 

sektor pajak, maka diperlukan pengelolaan 

pajak yang baik dan benar. Reformasi dalam 

pengelolaan pajak sangat diperlukan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. 

Salah satu syarat yang menunjang penerimaan 

pajak berjalan secara optimal yaitu tingkat 

perekonomian negara yang menentukan 

kemampuan ekonomi rakyat sebagai wajib 

pajak. Hal ini juga didukung oleh sistem 

pemungutan pajak di Indonesia salah satunya 

Self Assesment. Self Assesment merupakan 

suatu pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada wajib pajak untuk 

menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007 Pasal 28 ayat 1, wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di 

Indonesia, wajib menyelenggarakan 

pembukuan. Salah satu tujuan pembukuan 

adalah untuk mempermudah pengisian Surat 

Pemberitahuan (SPT) dan perhitungan 

Penghasilan Kena Pajak (PKP). SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan diisi berdasarkan laporan 

keuangan fiskal yang kemudian laporan 

keuangan tersebut digunakan sebagai 

lampiran SPT Tahunan. 

Laporan keuangan fiskal dibuat khusus untuk 

kepentingan perpajakan. Namun, pada 
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umumnya perusahaan hanya menyusun 

laporan keuangan komersial dimana laporan 

keuangan ini disusun berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan 

keuangan komersial ditujukan untuk menilai 

kinerja ekonomi dan keadaan finansial suatu 

perusahaan. Perbedaan kedua dasar 

penyusunan laporan keuangan tersebut 

mengakibatkan perbedaan perhitungan laba 

(rugi) yang dihasilkan wajib pajak. Oleh 

sebab itu, apabila menggunakan laporan 

keuangan komersial, maka diperlukan 

rekonsiliasi fiskal atau penyesuaian sehingga 

pajak yang seharusnya terutang dalam 

akuntansi sama dengan menurut pajak. 

Penyusunan laporan keuangan fiskal dapat 

dibuat berdasarkan laporan keuangan 

komersial dengan dilakukan koreksi atau 

penyesuaian fiskal tanpa harus melalui proses 

akuntansi tersendiri. 

Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah 

Kota Semarang adalah badan usaha yang 

beranggotakan karyawan pemerintah kota 

Semarang, yang memiliki enam macam 

bidang usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, 

unit usaha warung makan, unit usaha wartel, 

unit usaha pertokoan, unit usaha fotocopy dan 

unit usaha persewaan. Koperasi Serba Usaha 

Karyawan Pemerintah Kota Semarang 

merupakan wajib pajak badan yang wajib 

menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan 

yang digunakan Koperasi Serba Usaha 

Karyawan Pemerintah Kota Semarang untuk 

menghitung dasar pengenaan pajak belum 

sepenuhnya sesuai dengan peraturan 

perpajakan. Keterbatasan akan pengetahuan 

terhadap peraturan pajak tentang rekonsiliasi 

fiskal dan penerapannya menyebabkan 

munculnya kendala dalam penyusunan 

laporan keuangan fiskal. 

 

PERUMUSAN MASALAH 

Penyusunan laporan keuangan Koperasi Serba 

Usaha Karyawan Pemerintah Kota Semarang 

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 

perpajakan. Oleh karena itu, penyusunan 

laporan keuangan fiskal sangatlah penting 

untuk menentukan besarnya pajak terutang. 

Adapun rumusan masalah yang dapat 

diuraikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyusunan laporan 

keuangan fiskal pada Koperasi Serba 

Usaha Karyawan Pemerintah Kota 

Semarang tahun 2014? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan 

perbedaan antara laporan keuangan 

komersial dengan laporan keuangan 

fiskal? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

1. Menyusun laporan keuangan fiskal pada 

Koperasi Serba Usaha Karyawan 

Pemerintah Kota Semarang tahun 2014. 

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab 

perbedaan antara laporan keuangan 

komersial dengan laporan keuangan 

fiskal pada Koperasi Serba Usaha 

Karyawan Pemerintah Kota Semarang 

tahun 2014. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

 

Bentuk dan Jenis Koperasi 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 

Tahun 1992 terdapat 2 (dua) macam koperasi 

dimana koperasi dapat berbentuk koperasi 

primer atau koperasi sekunder. Berikut 

penjelasan koperasi primer dan koperasi 

sekunder: 

a. Koperasi Primer  

b. Koperasi Sekunder  

 

Pajak 

Pajak merupakan kontributor terbesar dari 

APBN negara yang perannya sangat besar 

bagi kelangsungan pembangunan bangsa 

Indonesia. Ada beberapa definisi pajak yang 
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dikemukakan oleh para ahli. Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro SH mengungkapkan 

bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara (berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 

2011 : 1).  

 

Laporan Keuangan Komersial dan 

Laporan Keuangan Fiskal 

Laporan keuangan komersial adalah laporan 

keuangan yang dibuat berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan 

keuangan fiskal adalah laporan keuangan 

yang dibuat berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. Laporan keuangan fiskal dibuat 

hanya untuk menghitung penghasilan kena 

pajak (profit after tax) dan pajak penghasilan 

terutang.  

Laporan keuangan komersial berbeda dengan 

laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan 

komersial menghasilkan laba bersih sebelum 

dikenakan pajak. Sedangkan laporan 

keuangan fiskal digunakan untuk menghitung 

pajak penghasilan terutang wajib pajak. Hal 

ini terjadi karena adanya perbedaan dalam 

pengakuan penghasilan dan beban menurut 

laporan keuangan komersial dan laporan 

keuangan fiskal.  

Dari segi pengakuan penghasilan dan biaya 

antara laporan keuangan komersial dengan 

laporan keuangan fiskal, terdapat perbedaan 

perlakuan akuntansi dan pajak secara 

siginifikan. Perbedaan-perbedaan pengakuan 

antara akuntansi dan pajak  dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu perbedaan tetap atau 

permanen dan perbedaan waktu atau 

sementara 

 

Perbedaan Tetap 

Perbedaan tetap adalah perbedaan yang 

disebabkan oleh transaksi pendapatan dan 

atau biaya yang diakui menurut SAK, tetapi 

tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap 

mengakibatkan laba (rugi) menurut akuntansi 

(pre tax financial income)  berbeda (secara 

tetap) dengan laba atau penghasilan kena 

pajak menurut fiskal (taxable income). 

Perbedaan ini bersifat tetap artinya sekali 

pajak tidak memperkenankan suatu 

pendapatan atau biaya, maka selamanya biaya 

atau pendapatan tersebut harus dikeluarkan 

dari penghitungan pajak. Yang termasuk 

dalam perbedaan tetap adalah: 

a. Penghasilan bunga dari bank 

b. Penghasilan deviden 

c. Penghasilan dari hadiah undian 

d. Keuntungan dari penjualan penyertaan 

saham di Bursa Efek 

e. Penghasilan berupa sumbangan/hibah dari 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

usaha, pekerjaan, kepemilikan dan 

penguasaan 

f. Biaya sumbangan/bantuan 

g. Tunjangan karyawan berupa pemberian 

fasilitas kendaraan, perumahan, dan 

sebagainya atau kenikmatan dalam bentuk 

natura. 

h. PPh pasal 26 atas royalti yang ditanggung 

oleh pemberi hasil 

i. Biaya representasi/jamuan yang tidak ada 

daftar nominatifnya 

j. Biaya denda dan bunga pajak 

k. Hibah/warisan 

 

Perbedaan Waktu 

Perbedaan waktu adalah perbedaan yang 

disebabkan oleh adanya pengakuan 

pendapatan atau biaya menurut SAK sudah 

diakui tetapi belum diakui menurut fiskal. 

Perbedaan waktu dikatakan sementara karena 

akan tertutup pada periode sesudahnya. 

Berikut pos-pos yang termasuk dalam 

perbedaan waktu: 

a. Depresiasi / penyusutan aktiva tetap 

b. Amortisasi 

c. Pengakuan kerugian piutang dagang 

d. Rugi penilaiam persediaan dan surat 

berharga 

e. Biaya dibayar di muka (transport) 

Berikut beberapa penjelasan perbedaan waktu 

menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

dan menurut fiskal. 
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Rekonsiliasi Fiskal 

Menurut Ahmad Tjahyono (2009 : 562),  

rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas 

laba usaha menurut akuntansi komersial 

dalam rangka menghitung besarnya laba 

usaha kena pajak. Penyesuaian atau koreksi 

fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan 

biaya yang dapat berupa koreksi positif dan 

koreksi negatif. 

 

Koreksi Fiskal Positif 

Koreksi fiskal positif adalah koreksi atau 

penyesuaian terhadap penghasilan neto 

komersial (di luar unsur penghasilan yang 

dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk 

objek pajak) dalam rangka menghitung 

penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-

undang Pajak Penghasilan beserta peraturan 

pelaksanaannya, yang bersifat menambah 

penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya 

komersial.  Koreksi fiskal positif diantaranya: 

a. Biaya yang tidak berkaitan langsung 

dengan kegiatan usaha perusahaan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara 

pendapatan. 

b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak. 

c. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti 

penyusutan, amortisasi, dan biaya yang 

ditangguhkan menurut wajib pajak lebih 

tinggi. 

d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang 

bukan merupakan objek pajak. 

e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang 

sudah dikenakan PPh Final. 

 

Koreksi Fiskal Negatif 

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi atau 

penyesuaian terhadap penghasilan neto 

komersial (di luar unsur penghasilan yang 

dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk 

objek pajak) dalam rangka menghitung 

penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-

undang Pajak Penghasilan beserta peraturan 

pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi 

penghasilan dan atau menambah biaya-biaya 

komersial. Koreksi fiskal negatif diantaranya : 

a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti 

penyusutan menurut wajib pajak lebih 

rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang 

ditangguhkan pengakuannya. 

b. Penghasilan yang didapat dari 

penghasilan yang bukan merupakan 

objek pajak. 

c. Penghasilan yang didapat dari 

penghasilan yang sudah dikenakan PPh 

Final. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan Koperasi Serba Usaha 

Karyawan Pemerintah Kota Semarang 

disusun setiap tahun. Berikut merupakan 

Laporan Keuangan yang dibuat oleh Koperasi 

Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota 

Semarang tahun 2014. 

 

Perhitungan Sisa Hasil Usaha 

Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah 

Kota Semarang Tahun 2015 memperoleh laba 

sebelum pajak Rp 2.511.102.702,7 dan laba 

setelah pajak sebesar Rp 2.110.227.802,7 
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Tabel 1. 

Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota Semarang  

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014 

(Dalam Rupiah)  

 
- Astek 44.436.000,00              

- Tunjangan Hari Raya 201.740.000,00            

- Asuransi Pensiun Karyawan 19.355.305,00              

- Uang Makan 43.932.000,00              

- Insentif 174.441.000,00            

- Rapat Anggota Tahunan 193.530.500,00            

- Audit dan Pembinaan 9.900.000,00                

- Premi Anggota 99.000.000,00              

- Premi Eksekutif 50.000.000,00              

- Jamuan Rapat Tamu 24.568.000,00              

- Peningkatan SDM 232.835.400,00            

- Iuran Dekopinda 400.000,00                   

- PBB 4.499.000,00                

- PPN 113.825.700,00            

- Bea Siswa dan Hadiah Prestasi 73.400.000,00              

- Biaya Promosi 31.847.000,00              

- Gaji Pengurus, Pengawas dan Komisaris 448.512.000,00            

- Biaya Bunga Simpanan Berjangka 876.186.346,00            

- Biaya Bunga Tabungan 276.586.770,00            

- Biaya Asuransi Kendaraan 1.307.540,00                

- Biaya Operasional 60.508.863,00              

- Biaya Penyusutan Inventaris 261.737.320,00            

Jumlah Beban Usaha 4.767.222.944,00     

Sisa Hasil Usaha 2.000.923.667,00     

PENDAPATAN LAIN-LAIN

- Pendapatan Jasa Giro Bank Jateng Induk 25.410.284,00              

- Pendapatan Jasa Giro Bank Jateng USP 69.138.836,00              

- Pendapatan Jasa Giro Bank Toko 22.358.768,00              

- Pendapatan Jasa Giro & Bunga Deposito BKE 232.476.818,99            

- Pendapatan Jasa Giro & Bunga Deposito Bank Pasar 54.029.191,00              

- Pendapatan Jasa Giro & Bunga Deposito BKK 20.041.210,00              

- Pendapatan Jasa Simpanan PKPRI 34.057.277,71              

- Jasa Penjualan Roda 2 37.919.000,00              

- Fee Kendaraan Roda 2 1.500.000,00                

- Penjualan Buku SWK 110.000,00                   

- Pendapatan Penjuaalan Inventaris Tidak Terpakai 11.000.000,00              

- Pendapatan Lain-lain Toko 2.137.650,00                

Jumlah Pendapatan Lain-lain 510.179.035,70        

Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak 2.511.102.702,70     

Pajak Penghasilan 400.874.900,00        

Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak 2.110.227.802,70      
Sumber: Data Sekunder Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota Semarang, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJUALAN BARANG DAN JASA

- Hasil  Penjualan Barang Dagangan 1,229,273,000.00        

- Hasil Penjualan WM Komplek Balaikota 160,667,500.00           

- Pengeluaran Kredit & Pendapatan Bunga 50,582,077,113.00       

- Jasa Photo Copy 116,753,450.00           

- Jasa Persewaan Tenda, Meja, Kursi dll 215,194,400.00           

- Jasa Wartel 1,733,661,302.00        

- Pendapatan Jasa Kredit 455,998,900.00           

- Pendapatan Jasa Penj. Barang Konsinyasi 30,383,217.00             

- Pendapatan Sewa Toko dan Warung Makan 33,500,000.00             

- Pendapatan Penjualan Kredit 965,909,800.00           

Jumlah Penjualan Barang dan Jasa 55,523,418,682.00   

HARGA POKOK PENJUALAN

- Pembelian Barang Dagangan 1,052,686,283.00        

- Pembelian Bahan WM Komplek Balaikota 99,720,005.00             

- Pengembalian Kredit USP 45,704,780,000.00       

- Pembelian Bahan Photo Copy 59,755,000.00             

- Biaya Ops. Persewaan Tenda, Meja, Kursi dll 127,428,783.00           

- Biaya Ops. Wartel 1,710,902,000.00        

Jumlah Harga Pokok Penjualan 48,755,272,071.00   

Sisa Hasil Usaha Bruto 6,768,146,611.00     

BEBAN USAHA

- Biaya Alat Tulis Kantor 176,942,600.00           

- Biaya Telephone 10,715,300.00             

- Biaya Listrik dan Air 11,323,300.00             

- Biaya Perawatan Inventaris dan Gedung 83,435,500.00             

- Gaji Karyawan 1,105,160,000.00        

- Pakaian Kerja 65,000,000.00             

- Upah Lembur 72,097,500.00             
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Tabel 2. 

Neraca 

 

HARTA
KEWAJIBAN & MODAL 

SENDIRI

HARTA LANCAR KEWAJIBAN JANGKA 

PENDEK

Kas dan Bank 3.851.747.384,14         Hutang Dagang 26.812.663,00                

Simpanan Jangka Pendek 1.837.000.000,00         Simpanan Berjangka 12.091.000.000,00         

Piutang Anggota 43.507.006.415,00       Simpanan Hari Raya 4.020.838.584,81           

Piutang Jasa Bunga 5.530.000.000,00         Simpanan Umum 10.454.092.369,00         

Persedian Barang-barang 139.000.772,00            Dana-dana Pembagian SHU 237.266.817,20              

Biaya Dibayar Dimuka 231.152.000,00            Pendapatan Ditangguhkan 5.530.000.000,00           

Jumlah Harta Lancar 55.095.906.571,14       Jumlah Hutang Lancar 32.360.010.434,01         

INVESTASI JANGKA 

PANJANG

KEWAJIBAN JANGKA 

PANJANG

Investasi Jangka Panjang 976.577.854,66            Hutang Modal Usaha -                                 

Jumlah Investasi Jangka 

Panjang 976.577.854,66            

Jumlah Kewajiban Jangka 

Panjang -                                 

HARTA TETAP MODAL SENDIRI

Tanah 624.248.105,00            Simpanan Pokok 304.600.000,00              

Bangunan 786.107.595,00            Simpanan Wajib 9.563.874.292,02           

Kendaraan 183.372.500,00            Simpanan Wajib Khusus 7.714.354.484,38           

Mesin Photocopy 57.750.000,00              Cadangan Umum 5.081.162.627,09           

Peralatan 1.916.761.400,00         Hadiah Prestasi 750.000,00                     Akm. Penyusutan 

Inventaris (2.104.869.485,60)        SHU Tahun Berjalan 2.511.102.702,70           

Jumlah Harta Tetap 1.463.370.114,40         Jumlah Modal Sendiri 25.175.844.106,19         

JUMLAH HARTA 57.535.854.540,20       

JUMLAH KEWAJIBAN & 

MODAL SENDIRI 57.535.854.540,20         

KOPERASI SERBA USAHA KARYAWAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

 
Sumber: Data Sekunder Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah 

Kota Semarang, 2014 

 

Tabel 3. 

Ringkasan Aktiva Tetap Fiskal 

 

 KOMERSIAL  FISKAL 

 Rp.  Rp.  Rp  Rp 

1 Tanah 624,248,105.00           -                              -                         -                        

2 Bangunan 786,107,595.00           37,065,640.00            34,991,629.75        2,074,010.25        

3 Kendaraan 183,372,500.00           9,700,000.00              18,125,000.00        (8,425,000.00)       

4 Mesin Foto Copy 57,750,000.00             13,750,000.00            13,750,000.00        -                        

5 Peralatan 1,916,761,400.00        201,221,680.00          197,506,427.00      3,715,253.00        

Jumlah 3,568,239,600.00        261,737,320.00          264,373,056.75      (2,635,736.75)       

KOPERASI SERBA USAHA KARYAWAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Ringkasan Aktiva Tetap Menurut Fiskal

(Dalam rupiah)

No. JENIS AKTIVA  HARGA 

PEROLEHAN 

 PENYUSUTAN TH 2014  SELISIH 

PENYUSUTAN 

 
 Sumber: Data Sekunder Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota 

Semarang, 2014 

 

Analisis Koreksi Fiskal 

Koreksi fiskal Perhitungan Sisa Hasil Usaha 

Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah 

Kota Semarang pada tahun 2014 adalah 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e dan 
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Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 

252/PMK.03/2008, penggantian atau 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan 

atau jasa yang diberikan dalam bentuk 

natura atau kenikmatan maka perlu 

adanya koreksi positif sebesar Rp. 

65.000.000,00 karena beban pakaian 

kerja merupakan suatu bentuk natura  

bagi karyawan Koperasi Serba Usaha 

Karyawan Pemerintah Kota Semarang. 

b. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal  9 ayat (1) huruf d, 

premi asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna dan asuransi beasiswa, yang 

dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, 

maka Koperasi Serba Usaha Karyawan 

Pemerintah Kota Semarang perlu 

melakukan koreksi fiskal positif pada 

astek (Asuransi Tenaga Kerja) sebesar 

50% dari Rp 44.436.000,00  yaitu Rp 

22.218.000,00. Hal ini dikarenakan 

koperasi membebankan 50% pembayaran 

Asuransi Tenaga Kerja (Astek) pada 

karyawan dan 50% nya dibayarkan oleh 

koperasi. 

c. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal  6 ayat (1) huruf c, 

iuran kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan Menteri 

Keuangan dan ditanggung oleh 

perusahaan maka boleh dibebankan 

sebagai pengurang pajak. Akan tetapi, 

Koperasi Serba Usaha Karyawan 

Pemerintah Kota Semarang 

membebankan Asuransi Pensiun 

Karyawan sebesar 50% terhadap 

karyawan sehingga perlu dilakukan 

koreksi positif sebesar 50% dari Rp. 

19.355.305 yaitu Rp 9.677.652,5. 

d. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal 6 dan Peraturan 

Menteri Keuangan RI Nomor 

02/PMK.03/2010 Pasal 3 huruf a,  biaya 

promosi yang tidak dapat dikurangkan 

dari penghasilan bruto adalah pemberian  

imbalan berupa dan/atau fasilitas, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun kepada 

pihak lain yang tidak berkaitan langsung 

dengan penyelenggaraan kegiatan 

promosi maka perlu dilakukan adanya  

koreksi positif pada biaya promosi 

sebesar Rp.31.847.000,00. Hal ini 

disebabkan karena bentuk biaya promosi 

pada koperasi berupa pemberian bonus 

kepada beberapa anggota yang berhasil 

mempromosikan koperasi kepada calon 

anggota yang akan bergabung di 

Koperasi Serba Usaha Karyawan 

Pemerintah Kota Semarang dan 

melakukan promosi agar mendatangkan 

banyak konsumen untuk berbelanja atau 

menggunakan jasa sesuai bidang usaha 

koperasi. 

e. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal 11 ayat (6) bahwa 

untuk menghitung penyusutan, masa 

manfaat dan tarif penyusutan harta 

berwujud telah ditetapkan dan ketentuan 

lebih lanjut diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 

96/PMK.03/2009 maka perlu adanya 

koreksi negatif pada beban penyusutan 

inventaris Koperasi Serba Usaha 

Karyawan Pemerintah Kota Semarang 

sebesar Rp. 2.635.736,75. 

f. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal 4 ayat (2) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 

2000 keputusan Menteri Keuangan No. 

51/KMK.04/2001 bahwa Pendapatan Jasa 

Giro Bank Jateng Induk merupakan salah 

satu penghasilan final sehingga perlu 

adanya koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 

25.410.284,00. 

g. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal 4 ayat (2) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 

2000 keputusan Menteri Keuangan No. 

51/KMK.04/2001 bahwa Pendapatan Jasa 

Giro Bank Jateng Unit Simpan Pinjam 

(USP) merupakan salah satu penghasilan 

final sehingga perlu adanya koreksi fiskal 

negatif sebesar Rp. 69.138.836,00. 

h. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal 4 ayat (2) dan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 

2000 keputusan Menteri Keuangan No. 

51/KMK.04/2001 bahwa Pendapatan Jasa 

Giro Bank Toko merupakan salah satu 

penghasilan final sehingga perlu adanya 

koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 

22.358.768,00. 

i. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal 4 ayat (2) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 

2000 keputusan Menteri Keuangan No. 

51/KMK.04/2001 bahwa Pendapatan Jasa 

Giro & Bunga Deposito Bank 

Kesejahteraan Ekonomi (BKE) 

merupakan salah satu penghasilan final 

sehingga perlu adanya koreksi fiskal 

negatif sebesar Rp. 232.476.818,99.  

j. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal 4 ayat (2) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 

2000 keputusan Menteri Keuangan No. 

51/KMK.04/2001 bahwa Pendapatan Jasa 

Giro & Bunga Deposito Bank Pasar 

merupakan salah satu penghasilan final 

sehingga perlu adanya koreksi fiskal 

negatif sebesar Rp.54.029.191,00.  

k. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal 4 ayat (2) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 

2000 keputusan Menteri Keuangan No. 

51/KMK.04/2001 bahwa Pendapatan Jasa 

Giro & Bunga Deposito Bank Kredit 

Kecamatan (BKK) merupakan salah satu 

penghasilan final sehingga perlu adanya 

koreksi fiskal negatif sebesar 

Rp.20.041.210,00. 

l. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang PPh Pasal 4 ayat (2) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 

2000 keputusan Menteri Keuangan No. 

51/KMK.04/2001 bahwa Pendapatan Jasa 

Simpanan Pusat Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (PKPRI)  merupakan 

salah satu penghasilan final yang telah 

dipotong oleh pihak ketiga sehingga perlu 

adanya koreksi fiskal negatif sebesar 

Rp.20.041.210,00. 

 

Laporan Keuangan Menurut Fiskal 

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal perhitungan 

sisa hasil usaha Koperasi Serba Usaha 

Karyawan Pemerintah Kota Semarang yang 

telah dilakukan, maka penyusunan laporan 

keuangan fiskal akan mudah untuk disusun. 

Laporan keuangan fiskal adalah laporan 

keuangan yang disusun sesuai peraturan 

perpajakan dan digunakan untuk keperluan 

penghitungan pajak. Laporan keuangan fiskal 

ditujukan untuk menghitung penghasilan kena 

pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke 

negara. 

Laba yang tercantum pada laporan sisa hasil 

usaha fiskal adalah sisa hasil usaha sebelum 

pajak penghasilan. Besarnya pajak 

penghasilan yang terutang tahun 2014 dapat 

dihitung berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 

2008 tentang PPh Pasal 31E ayat (1) sebagai 

berikut: 

a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari 

bagian peredaran bruto yang memperoleh 

fasilitas : 

= (Rp 4.800.000.000,00 : Rp 

55.523.418.682,00) x Rp 

2.179.697.232,75) 

= Rp 188.434.843,63 

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari 

bagian perolehan bruto tidak memperoleh 

fasilitas : 

= Rp 2.179.697.232,75 - Rp 

188.434.843,63 

= Rp 1.991.262.389,12 

b. PPh terutang tahun 2014 Koperasi Serba 

Usaha Karyawan Pemerintah Kota 

Semarang : 

= (50% x 25% x Rp 188.434.843,63) + 

(25% x Rp 1.991.262.000,00) 

= Rp 23.554.250,00  + Rp 

497.815.500,00  

= Rp 521.369.750,00  

Sehingga Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak 

Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah 

Kota Semarang Tahun 2014 adalah: 

= Rp 2.179.697.232,75 – Rp 521.369.750,00  

= Rp 1,658,327,482.75  
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Tabel 4. 

Perhitungan Sisa Hasil Usaha Fiskal 

 
- Tunjangan Hari Raya 201.740.000,00           

- Asuransi Pensiun Karyawan 9.677.652,50               

- Uang Makan 43.932.000,00             

- Insentif 174.441.000,00           

- Rapat Anggota Tahunan 193.530.500,00           

- Audit dan Pembinaan 9.900.000,00               

- Premi Anggota 99.000.000,00             

- Premi Eksekutif 50.000.000,00             

- Jamuan Rapat Tamu 24.568.000,00             

- Peningkatan SDM 232.835.400,00           

- Iuran Dekopinda 400.000,00                  

- PBB 4.499.000,00               

- PPN 113.825.700,00           

- Bea Siswa dan Hadiah Prestasi 73.400.000,00             

- Biaya Promosi -                              

- Gaji Pengurus, Pengawas dan Komisaris 448.512.000,00           

- Biaya Bunga Simpanan Berjangka 876.186.346,00           

- Biaya Bunga Tabungan 276.586.770,00           

- Biaya Asuransi Kendaraan 1.307.540,00               

- Biaya Operasional 60.508.863,00             

- Biaya Penyusutan Inventaris 264.373.056,75           

Jumlah Beban Usaha 4.641.116.028,25        

Sisa Hasil Usaha 2.127.030.582,75        

PENDAPATAN LAIN-LAIN

- Pendapatan Jasa Giro Bank Jateng Induk -                              

- Pendapatan Jasa Giro Bank Jateng USP -                              

- Pendapatan Jasa Giro Bank Toko -                              

- Pendapatan Jasa Giro & Bunga Deposito BKE -                              

- Pendapatan Jasa Giro & Bunga Deposito Bank Pasar -                              

- Pendapatan Jasa Giro & Bunga Deposito BKK -                              

- Pendapatan Jasa Simpanan PKPRI -                              

- Jasa Penjualan Roda 2 37.919.000,00             

- Fee Kendaraan Roda 2 1.500.000,00               

- Penjualan Buku SWK 110.000,00                  

- Pendapatan Penjuaalan Inventaris Tidak Terpakai 11.000.000,00             

- Pendapatan Lain-lain Toko 2.137.650,00               

Jumlah Pendapatan Lain-lain 52.666.650,00             

Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak 2.179.697.232,75        

Pajak Penghasilan 521.369.750,00           

Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak 1.658.327.482,75        

Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2015 

 

 

Sisa hasil usaha yang disajikan di neraca 

adalah sisa hasil usaha fiskal setelah 

dikurangi dan/atau ditambah dengan beda 

tetap (permanen), sehingga menjadi : 

 

Sisa hasil usaha setelah pajak   

  Rp 1,658,327,482.75 

Ditambah : 

-Pendapatan Jasa Giro Bank Jateng Induk    

 Rp.  25.410.284,00 

-Pendapatan Jasa Giro Bank Jateng USP       

 Rp.  69.138.836,00 

-Pendapatan Jasa Giro Bank Toko                

 Rp. 22.358.768,00 

-Pendapatan Jasa & Bunga Deposito BKE    

 Rp. 232.476.818,99 

 

-Pendapatan Jasa & Bunga Dep. Bank Pasar 

            Rp. 54.029.191,00 

-Pendapatan Jasa & Bunga Dep. BKK 

            Rp. 20.041.210,00 

-Pendapatan Jasa Simpanan PKPRI 

 Rp. 34.057.277,71    

   

Dikurangi: 

-Pakaian Kerja  Rp   65.000.000,00 

-Astek   Rp   22.218.000.00  

-Asuransi Pensiunan Karyawan                     

                         Rp     9.677.652,50  

-Biaya Promosi Rp   31.847.000,00    

Sisa hasil usaha tahun 2014 =   

  Rp 1.987.097.215,95  

 

PENJUALAN BARANG DAN JASA

- Hasil  Penjualan Barang Dagangan 1,229,273,000.00        

- Hasil Penjualan WM Komplek Balaikota 160,667,500.00           

- Pengeluaran Kredit & Pendapatan Bunga 50,582,077,113.00      

- Jasa Photo Copy 116,753,450.00           

- Jasa Persewaan Tenda, Meja, Kursi dll 215,194,400.00           

- Jasa Wartel 1,733,661,302.00        

- Pendapatan Jasa Kredit 455,998,900.00           

- Pendapatan Jasa Penj. Barang Konsinyasi 30,383,217.00             

- Pendapatan Sewa Toko dan Warung Makan 33,500,000.00             

- Pendapatan Penjualan Kredit 965,909,800.00           

Jumlah Penjualan Barang dan Jasa 55,523,418,682.00      

HARGA POKOK PENJUALAN

- Pembelian Barang Dagangan 1,052,686,283.00        

- Pembelian Bahan WM Komplek Balaikota 99,720,005.00             

- Pengembalian Kredit USP 45,704,780,000.00      

- Pembelian Bahan Photo Copy 59,755,000.00             

- Biaya Ops. Persewaan Tenda, Meja, Kursi dll 127,428,783.00           

- Biaya Ops. Wartel 1,710,902,000.00        

Jumlah Harga Pokok Penjualan 48,755,272,071.00      

Sisa Hasil Usaha Bruto 6,768,146,611.00        

BEBAN USAHA

- Biaya Alat Tulis Kantor 176,942,600.00           

- Biaya Telephone 10,715,300.00             

- Biaya Listrik dan Air 11,323,300.00             

- Biaya Perawatan Inventaris dan Gedung 83,435,500.00             

- Gaji Karyawan 1,105,160,000.00        

- Pakaian Kerja -                              

- Upah Lembur 72,097,500.00             

- Astek 22,218,000.00             

KOPERASI SERBA USAHA KARYAWAN PEMERINTAH KOTA 

SEMARANG

PERHITUNGAN SISA HASILUSAHA 

1 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)
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Jumlah sebesar Rp 1.987.097.215,95 adalah 

jumlah sisa hasil usaha bersih setelah pajak 

yang harus tampak di neraca menurut fiskal. 

 

 

Tabel 5. 

Neraca Fiskal 

HARTA KEWAJIBAN & 

MODAL SENDIRI

HARTA LANCAR KEWAJIBAN JANGKA 

PENDEK

Kas dan Bank 3.851.747.384,14      Hutang Dagang 26.812.663,00            

Simpanan Jangka Pendek 1.837.000.000,00      Simpanan Berjangka 12.091.000.000,00     

Piutang Anggota 43.507.006.415,00    Simpanan Hari Raya 4.020.838.584,81       

Piutang Jasa Bunga 5.530.000.000,00      Simpanan Umum 10.454.092.369,00     

Persedian Barang-barang 139.000.772,00         Dana-dana Pembagian 237.266.817,20          

Biaya Dibayar Dimuka 231.152.000,00         Pendapatan Ditangguhkan 5.530.000.000,00       

Hutang Pajak           521.369.750,00 

Jumlah Harta Lancar 55.095.906.571,14    Jumlah Hutang Lancar 32.881.380.184,01     

INVESTASI JANGKA 

PANJANG

KEWAJIBAN JANGKA 

PANJANG

Investasi Jangka Panjang 976.577.854,66         Hutang Modal Usaha -                             

Jumlah Investasi Jangka 

Panjang 976.577.854,66         

Jumlah Kewajiban Jangka 

Panjang -                             

HARTA TETAP MODAL SENDIRI

Tanah 624.248.105,00         Simpanan Pokok 304.600.000,00          

Bangunan 786.107.595,00         Simpanan Wajib 9.563.874.292,02       

Kendaraan 183.372.500,00         Simpanan Wajib Khusus 7.714.354.484,38       

Mesin Photocopy 57.750.000,00           Cadangan Umum 5.081.162.627,09       

Peralatan 1.916.761.400,00      Hadiah Prestasi 750.000,00                 

Akm. Penyusutan (2.107.505.222,35)     SHU Tahun Berjalan 1.987.097.215,95       

Jumlah Harta Tetap 1.460.734.377,65      Jumlah Modal Sendiri 24.651.838.619,44     

JUMLAH HARTA 57.533.218.803,45    

JUMLAH KEWAJIBAN 

& MODAL SENDIRI 57.533.218.803,45     

KOPERASI SERBA USAHA KARYAWAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

 
Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2015 

 

KESIMPULAN  

Penyusunan laporan keuangan pada Koperasi 

Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota 

Semarang belum sesuai dengan peraturan 

perpajakan sehingga menyebabkan sisa hasil 

usaha komersial pada Koperasi Serba Usaha 

Karyawan Pemerintah Kota Semarang  

berbeda dengan sisa hasil usaha fiskal. Hal ini 

adalah wajar karena ada perbedaan antara 

Standar Akuntansi Keuangan dengan 

peraturan perpajakan. Sisa hasil usaha 

komersial pada Koperasi Serba Usaha 

Karyawan Pemerintah Kota Semarang untuk 

tahun 2014 adalah Rp 2.511.102.702,70. 

Sedangkan sisa hasil usaha setelah 

rekonsiliasi fiskal adalah Rp 

2.179.697.232,75. Terjadi selisih Rp 

331.405.469,95. 

Faktor yang menyebabkan perbedaan antara 

laporan keuangan komersial dan fiskal terdiri 

dari: 

a. Beda tetap sebesar  Rp. 586.255.038,20  

1. Pakaian kerja sebesar Rp   

65.000.000,00 

2. Asuransi Tenaga Kerja (Astek)  

sebesar Rp   22.218.000.00  

3. Asuransi pensiunan karyawan 

sebesar  Rp  9.677.652,50  

4. Biaya promosi sebesar Rp   

31.847.000,00  

5. Pendapatan jasa giro Bank Jateng 

Induk sebesar Rp.  25.410.284,00 

6. Pendapatan jasa giro bank Jateng 

USP  sebesar Rp.  69.138.836,00 

7. Pendapatan jasa giro bank toko 

sebesar Rp. 22.358.768,00 

8. Pendapatan jasa & bunga deposito 

BKE sebesar Rp. 232.476.818,99 
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9. Pendapatan jasa & bunga deposito 

bank pasar sebesar Rp. 

54.029.191,00 

10. Pendapatan jasa & bunga deposito 

BKK  sebesar Rp. 20.041.210,00 

11. Pendapatan jasa simpanan PKPRI 

sebesar Rp. 34.057.277,71  

b. Beda waktu  sebesar Rp  2.635.736,75 
Beban Penyusutan Inventaris sebesar Rp  

2.635.736,75  

 

Saran 

a. Dalam fungsi akuntansi, laporan 

keuangan Koperasi Serba Usaha 

Karyawan Pemerintah Kota Semarang 

sudah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan. Sedangkan dalam fungsi 

perpajakan, laporan keuangan Koperasi 

Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota 

Semarang belum sesuai dengan peraturan 

perpajakan. Oleh karena itu, sebaiknya 

koperasi menyusun laporan keuangan 

fiskal dan lebih memahami peraturan 

perpajakan yang berlaku agar dalam 

menghitung pajak terutangnya lebih 

mudah dan meminimalisir koreksi fiskal. 

b. Aktiva tetap milik Koperasi  Serba Usaha 

Karyawan Pemerintah Kota Semarang 

yang sudah habis umur ekonominya dan 

sudah tidak terpakai lagi sebaiknya 

dihapuskan dari daftar aktiva tetap, 

sehingga dalam perhitungan penyusutan 

aktiva tetapnya lebih jelas. 
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